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melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan
oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;

bertindak sebagai penyelesai dalam hal
Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai;
dan

mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan
segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi
kepentingan pengurusan BUM Desa/BUM Desa
bersama mengenai segala hal dan segala kejadian,
dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam
Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/
Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, serta
mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam
dan/atau di luar pengadilan.

(2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 bertugas:

a.

menjalankan segala tindakan yang berkaitan
dengan pengurusan BUM Desa/BUM Desa
bersama untuk kepentingan BUM Desa/BUM
Desa bersama dan sesuai dengan maksud dan
tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta
mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam
dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal
dan segala kejadian, dengan pembatasan
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM
Desa/BUM Desa bersama, keputusan
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa,
dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

menyusun dan melaksanakan rencana program
kerja BUM Desa/BUM Desa bersama,;

menyusun laporan semesteran pelaksanaan
pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa
bersama untuk diajukan kepada penasihat dan
pengawas;

d. menyusun . .















